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ABSTRAK 

Penataan ruang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang bertujuan 

mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan 

kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan 

mengurus penataan ruang secara otonom. Pelaksanaan kewenangan tersebut di 

Kota Padang masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti alih fungsi lahan, 

lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, keterbatasan data geospasial, serta 

belum optimalnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan kewenangan 

Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penataan ruang? 2). Apa kendala-kendala 

yang dihadapi dalam implementasi kewenangan tersebut? 3). Bagaimana upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Jenis penelitian ini adalah 

yuridis sosiologis (empiris). Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh 

melalui wawancara dengan pihak Dinas PUPR Kota Padang dan studi lapangan, 

serta data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan 

data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara semi terstruktur. Analisis 

data menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif analitis. Hasil penelitian 

sebagai berikut: 1). Pelaksanaan kewenangan penataan ruang di Kota Padang telah 

dilaksanakan melalui penyusunan RTRW dan RDTR serta pengawasan perizinan, 

namun belum sepenuhnya efektif.2).Kendala utama meliputi keterbatasan kapasitas 

data yang akurat dan terintegrasi, serta rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap 

ketentuan tata ruang. 3). Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan koordinasi 

lintas sektor, revisi regulasi tata ruang, serta penguatan pengawasan.  

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintahan Daerah, Penataan Ruang, Otonomi  

         Daerah Kota Padang 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pe~nataan ruang di Indone~sia be~rpe~ran krusial dalam me~nge~lola 

pe~manfaatan lahan se~cara le~stari, me~njaga ke~se~imbangan antara pe~rtumbuhan 

e~konomi, aspe~k sosial, dan pe~le~starian lingkungan.Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 te~ntang Pe~nataan Ruang (Undang-Undang Pe~nataan 

Ruang) me~ne~gaskan bahwa pe~me~rintah dae~rah be~rtanggung jawab utama 

dalam me~rancang dan me~njalankan re~ncana tata ruang wilayah, te~rmasuk 

me~ngawasi pe~nggunaan ruang dan me~nindak pe~langgaran hukum. 

Ke~we~nangan ini me~liputi pe~nyusunan re~ncana de~tail tata ruang (RDTR), 

pe~mbe~rian izin pe~mbangunan, se~rta pe~mantauan ke~giatan yang be~rpote~nsi 

me~rusak e~kosiste~m. Namun, se~be~lum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014, pe~mbagian we~we~nang se~ring tumpang tindih antara pe~me~rintah 

pusat dan dae~rah, yang me~ngakibatkan ke~tidake~fisie~nan dalam pe~laksanaan.1 

De~ngan dibe~rlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

te~ntang Pe~me~rintahan Dae~rah, te~rjadi pe~rubahan de~se~ntralisasi yang 

me~mpe~rbe~sar ke~mandirian dae~rah dalam urusan wajib se~pe~rti pe~nataan 

ruang. Undang-undang ini me~ngurangi se~bagian be~sar inte~rve~nsi pusat, 

se~hingga dae~rah bisa le~bih tanggap te~rhadap ke~butuhan se~te~mpat, se~kaligus 

me~mpe~rkuat ke~rja sama me~lalui me~kanisme~ se~pe~rti Musyawarah 

                                                      
1 Jimly Asshiddiqie, 2016, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 

hlm. 311–313. 
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Pe~re~ncanaan Pe~mbangunan (Musre~nbang). Re~formasi ini dimaksudkan untuk 

me~ningkatkan pe~rtanggungjawaban dan e~fisie~nsi pe~mbangunan, te~tapi juga 

me~mbawa tantangan se~pe~rti pe~rbe~daan ke~mampuan dae~rah dan risiko 

pe~rse~lisihan antarwilayah. Di skala nasional, pe~ne~rapan undang-undang ini 

te~lah me~ndorong pe~mbaruan pe~raturan dae~rah agar se~laras de~ngan prinsip 

pe~mbangunan be~rke~lanjutan, me~skipun masih dihadapkan pada masalah 

se~pe~rti ke~tidakkonsiste~nan data spasial dan pe~ne~gakan hukum yang kurang 

kuat.2 

Kota Padang be~rfungsi se~bagai pusat pe~re~konomian dan pe~me~rintahan 

di Provinsi Sumate~ra Barat, de~ngan ciri ge~ografis khas be~rupa garis pantai, 

pe~gunungan, se~rta ke~re~ntanan te~rhadap be~ncana se~pe~rti ge~mpa bumi dan 

tsunami. Pe~ningkatan jumlah pe~nduduk yang pe~sat, me~ncapai se~kitar 900 ribu 

orang pada 2020, te~lah me~micu pe~rluasan pe~rkotaan yang agre~sif, me~liputi 

konstruksi fasilitas umum dan pe~rumahan. Se~be~lum dibe~rlakukannya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pe~ngaturan tata ruang di Kota Padang 

me~ngikuti Pe~raturan Dae~rah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 te~ntang 

Re~ncana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2011-2031, yang 

me~nyoroti pe~mbangunan kawasan e~konomi, pe~le~starian alam, se~rta 

pe~nce~gahan be~ncana. Me~ski de~mikian, pe~laksanaannya se~ring dihalangi ole~h 

konve~rsi lahan pe~rtanian me~njadi are~a bisnis, yang me~mpe~rbe~sar ancaman 

banjir dan de~gradasi lingkungan3. 

                                                      
2 Ni’matul Huda, 2019, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, hlm. 143-

146.  
3 Badan Pusat Statistik, 2020,  Profil Kota Padang, Padang. 
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Se~te~lah dibe~rlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

Pe~me~rintah Kota Padang me~mpe~role~h ke~we~nangan yang le~bih luas dalam 

me~nye~suaikan re~ncana tata ruang de~ngan kondisi dan ke~butuhan lokal. Hal ini 

te~rce~rmin dalam re~visi Pe~raturan Dae~rah te~ntang RTRW tahun 2018 yang 

be~rtujuan me~ndukung pe~mbangunan be~rke~lanjutan. Namun, Kota Padang 

masih me~nghadapi be~rbagai tantangan, se~pe~rti ke~mace~tan di kawasan pusat 

kota se~rta abrasi yang me~nye~babkan ke~rusakan pantai. Pe~nanganan masalah 

te~rse~but me~mbutuhkan sine~rgi antara pe~me~rintah dae~rah, provinsi, dan pusat. 

Se~lain itu, langkah se~pe~rti pe~nge~mbangan Kawasan E~konomi Khusus (KE~K) 

di Padang me~njadi bukti pe~manfaatan otonomi dae~rah yang baru, me~skipun 

pe~ningkatan kapasitas aparatur dalam hal pe~ngawasan dan pe~ne~gakan hukum 

masih dipe~rlukan.4 

Pe~ne~kanan khusus dalam pe~ne~litian ini te~rtuju pada pe~ne~rapan 

we~we~nang Pe~me~rintah Kota Padang di se~ktor pe~nataan ruang pasca-

pe~mbe~rlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, de~ngan fokus pada 

e~le~me~n de~se~ntralisasi se~rta rintangan pe~laksanaan di tingkat dae~rah. Undang-

undang te~rse~but me~mbe~rikan dae~rah ke~we~nangan absolut untuk me~nge~lola 

masalah pe~nataan ruang tanpa inte~rve~nsi pusat yang be~rle~bihan, namun di 

Kota Padang, hal ini tampak dalam inisiatif pe~nyusunan Re~ncana De~tail Tata 

Ruang (RDTR) yang le~bih kompre~he~nsif dan se~suai de~ngan risiko be~ncana. 

Se~bagai ilustrasi, pe~ngawasan pe~mbangunan di wilayah yang rawan longsor 

dan tsunami dijadikan prioritas utama, te~tapi se~ring kali dihadapkan pada 

                                                      
4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, 2021, Dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang, Padang, hlm. 52–55. 
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pe~rte~ntangan antara ke~pe~ntingan pe~ngusaha swasta dan masyarakat luas. 

Kajian spe~sifik ini pe~nting untuk me~nje~laskan bagaimana Undang-Undang  

Nomor 23 Tahun 2014 te~lah me~mpe~rkokoh pe~ran dae~rah dalam me~nge~jar 

targe~t pe~mbangunan yang be~rke~lanjutan, se~pe~rti yang dite~tapkan dalam 

Sustainable~ De~ve~lopme~nt Goals (SDGs).5 

Dalam konte~ks yang le~bih me~ndalam, kajian ini me~ne~laah be~rbagai 

ke~ndala, antara lain ke~te~rbatasan dalam data ge~ografis, koordinasi lintas 

instansi se~pe~rti de~ngan Badan Pe~re~ncanaan Pe~mbangunan Dae~rah (Bappe~da) 

dan Dinas Lingkungan Hidup se~rta pe~ne~gakan sanksi atas pe~langgaran 

te~rhadap tata ruang. Di Kota Padang, inside~n se~pe~rti gedung taman budaya 

yang melanggar jarak ketentuan bibir pantai dengan bangunan. Ole~h kare~na 

itu, latar be~lakang spe~sifik ini dimaksudkan untuk me~nyampaikan saran 

praktis, misalnya pe~nge~mbangan te~knologi informasi ge~ospasial se~rta 

pe~ndidikan bagi aparatur pe~me~rintah, guna me~njamin bahwa pe~nataan ruang 

di Kota Padang tidak hanya me~matuhi pe~raturan yang be~rlaku, me~lainkan juga 

me~mpe~rkuat re~silie~nsi wilayah te~rhadap dampak pe~rubahan iklim dan 

be~ncana alam.6 

Be~rdasarkan uraian te~rse~but, pe~tulis me~ne~litinya de~ngan judul  

“PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM 

PENATAAN RUANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG 

                                                      
5 Pemerintah Kota Padang, 2019, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang, 

Padang, hlm. 38-41. 
6 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,2022, Laporan 

Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah, Jakarta, hlm. 46-49. 
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NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI 

KOTA PADANG” 

B. Rumusan Masalah  

 

1. Bagaimana Pelaksanaan ke~we~nangan pe~me~rintah Dae~rah Kota Padang 

dalam Pe~nataan Ruang?  

2. Apa Ke~ndala-kendala yang dihadapi Pe~me~rintah Dae~rah Kota Padang 

dalam Imple~me~ntasi ke~we~nangan te~ntang Pe~nataan Ruang? 

3. Bagaimana Upaya-Upaya untuk me~ngatasi ke~ndala-ke~ndala Imple~me~ntasi 

ke~we~nangan Pe~me~rintah Dae~rah Kota Padang dalam Pe~nataan Ruang? 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk Me~nganalisis Pelaksanaan ke~we~nangan Pe~me~rintah Dae~rah Kota 

Padang dalam Pe~nataan Ruang. 

2. Untuk Me~nganalisis ke~ndala-ke~ndala Imple~me~ntasi ke~we~nangan yang 

dihadapi Pe~me~rintahan Dae~rah Kota Padang dalam Pe~nataan Ruang. 

3. Untuk Me~nganalisis Upaya dalam me~ngatasi ke~ndala-ke~ndala 

Imple~me~ntasi ke~we~nangan yang dihadapi Pe~me~rintahan Dae~rah Kota 

Padang dalam Pe~nataan Ruang. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 

Pe~ne~litian ini adalah te~rmasuk je~nis pe~ne~litian yuridis sosiologis, atau 

dise~but de~ngan pe~ne~litian lapangan yaitu me~ngkaji ke~te~ntuan hukum yang 
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be~rlaku se~rta apa yang te~rjadi dalam ke~nyataannya dalam masyarakat7. 

Pe~ne~litian yuridis e~mpiris adalah pe~ne~litian hukum me~nge~nai pe~mbe~rlakuan 

atau imple~me~ntasi ke~te~ntuan hukum normatif se~cara in action pada se~tiap 

pe~ristiwa hukum te~rte~ntu yang te~rjadi dalam masyarakat8. 

2. Sumber Data 

Sumbe~r Data yang dipe~rgunakan dalam pe~ne~litian ini adalah sumbe~r 

data prime~r, data se~kunde~r.  

a. Data Prime~r 

Data prime~r adalah data yang dipe~role~h se~cara langsung dari obje~k 

pe~ne~litian ole~h pe~ne~liti atau organisasi te~rkait, yang dikumpulkan langsung 

di lapangan dari pihak-pihak yang be~rsangkutan. Dalam konte~ks pe~ne~litian 

ini, data prime~r dipe~role~h me~lalui wawancara me~ndalam, surve~i lapangan, 

obse~rvasi partisipan, dan pe~ngumpulan dokume~n re~smi langsung dari 

sumbe~r utama yang te~rlibat dalam pe~laksanaan ke~we~nangan Pe~me~rintah 

Kota Padang di bidang pe~nataan ruang se~te~lah be~rlakunya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 te~ntang Pe~me~rintahan Dae~rah.  

b. Data Se~kunde~r 

Data se~kunde~r adalah buku, lite~latur, bahan-bahan, jurnal, hasil-hasil 

pe~ne~litian, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain hubungannya de~ngan data 

                                                      
7  Suharsimi Arikunto, 2012, Pose~dur Pe~ne~litiaan Suatu Pe~nde~katan Prakte~k, Rine~ka 

Cipta, Jakarta, hlm. 126. 

8 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Pe~ne~litian Hukum, Citra Aditya, Bandung, 

hlm. 134. 
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prime~r.9 Sumbe~r data digunakan dalam pe~ne~litian ini Adalah data se~kunde~r 

yang te~rdiri atas: 

 

1) Bahan Hukum Prime~r 

Bahan hukum prime~r Adalah bahan pe~ne~litian yang be~rasal dari 

paraturan-pe~raturan yang be~rhubungan de~ngan pe~ne~litian, yaitu: 

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te~ntang Pe~me~rintahan 

Dae~rah di Kota Padang  

b) Pe~raturan Dae~rah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 te~ntang 

Re~ncana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2011-2031 

2) Bahan Hukum Se~kunde~r  

Bahan Hukum Se~kunde~r adalah bahan yang dipe~role~h me~lalui lite~ratur 

yang me~mbe~rikan pe~nje~lasan te~rkait de~ngan pe~ne~litian ini, yaitu: 

a) Buku-buku yang te~rkait pe~ne~litian 

b) Jurnal-jurnal, artike~l yang re~le~van be~rhubungan de~ngan 

obje~k pe~ne~litian 

c) Karya Ilmiah 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Dokume~n 

                                                      
9 Sugiyono, 2020, Me~tode~ Pe~ne~litian Kualitatif untuk Pe~ne~litian Sosial dan Hukum, 

Alfabe~rta, Bandung, hlm. 73.  
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Studi dokume~n adalah prose~s atau te~knik pe~ngumpulan data yang 

dilakukan de~ngan me~mpe~lajari pe~raturan Pe~rundang-Undangan, hasil-hasil 

pe~ne~litian, buku-buku ke~pustakaan dan lite~latur-lite~latur yang be~rkaitan 

de~ngan pe~rmasalahan yang dite~liti, se~cara bahan lain yang be~rupa data atau 

dokume~n. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah komunikasi langsung antara pe~ne~liti dan 

Informan. Wawancara digunakan dalam Wawancara pe~ne~litian yaitu de~ngan 

se~mi te~rstruktur, pe~ne~liti me~nyiapkan paduan wawancara atau daftar 

pe~rtanyaan se~suai topik yang dite~liti. Wawancara be~rlangsung adanya 

pe~rtanyaan baru yang muncul untuk ke~se~mpurnaan data yang dipe~role~h dari 

hasil wawancara de~ngan Bapak Alrahman Ahli Pertama Teknik Jalan dan 

Jembatan di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), dan Ibu 

Marlina Wirmas Bidang Analisis Penataan Ruang di Dinas PUPR (Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang). 

4. Analisis Data 

Analisis data di lakukan se~cara kualitatif yang digunakan adalah 

pe~nde~katan kualitatif te~rhadap data prime~r dan data se~kunde~r. Analisis data 

kualitatif merupakan proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengolah, 

mengorganisasikan, menafsirkan, serta memberi makna terhadap data non-

angka yang diperoleh dari wawancara, observasi, catatan lapangan, dan 

dokumentasi guna memahami secara mendalam suatu fenomena atau 

konteks sosial yang diteliti. Proses analisis ini dilakukan sejak pengumpulan 

data berlangsung hingga penelitian berakhir, dengan tahapan utama berupa 
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reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, 

sehingga peneliti dapat menemukan pola, tema, hubungan antar konsep, serta 

makna yang terkandung dalam data. Melalui analisis data kualitatif, peneliti 

tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga menafsirkan realitas sosial 

berdasarkan perspektif partisipan dan konteks yang melingkupinya.10 

 

 

 

 

                                                      
10 Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta Bandung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah 

1. Pe~nge~rtian Pe~me~rintah Dae~rah 

Pe~me~rintahan dae~rah dapat dipahami se~bagai me~kanisme~ 

administrasi ne~gara yang dide~le~gasikan ole~h pe~me~rintah pusat ke~pada unit-

unit lokal guna me~ngurus be~rbagai urusan spe~sifik di wilayah masing-

masing, de~ngan maksud untuk me~ningkatkan e~fe~ktivitas, tanggap, se~rta 

ke~te~rlibatan warga dalam prose~s pe~mbangunan. Konse~p te~rse~but umumnya 

diartikan se~bagai manife~stasi de~se~ntralisasi we~we~nang, di mana e~ntitas 

dae~rah dibe~ri ke~mandirian untuk me~rumuskan ke~bijakan publik yang se~suai 

de~ngan kondisi se~te~mpat, se~kaligus te~tap te~rikat ole~h struktur hukum 

nasional. Dalam konte~ks Indone~sia, pe~me~rintahan dae~rah me~libatkan 

tingkatan provinsi, kabupate~n, se~rta kota, yang me~miliki tugas 

me~laksanakan fungsi-fungsi se~pe~rti pe~nye~diaan layanan publik, 

pe~nge~lolaan sumbe~r daya, dan pe~ngaturan wilayah, se~bagaimana te~rcantum 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 be~se~rta pe~raturan pe~rundang-undangan 

te~rkait11. 

Pe~rke~mbangan pe~me~rintaha dae~rah di Indone~sia te~lah me~njalani 

pe~rubahan me~ndasar, dimulai dari pe~riode~ se~ntralisasi se~lama Orde~ Lama 

dan Orde~ Baru, hingga me~nuju de~se~ntralisasi yang dipe~rkokoh me~lalui 

                                                      
11 Budiardjo Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Grame~dia Pustaka Utama, Jakarta. 

hlm. 517. 
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